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KLEIPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR . 401 raluy 200
TENTANG

"1 IEGERIAN SEKOLAM MENENGAH UMUM (SMU)
L1nc dKUNGAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IKNBUPATEN SUKABUM1
BUPATI 3UKABUM)

bahwa dalaim rangke mewujudkan muty dan sistenn pendidikan di
Kibupaten Sukabumi secara optiral, dipandang perly menetapkan
pensgerian Sekolal Menen jah Umum (SMU) di Kabupaten Sukabumi
yang telah memenubi syarat formal dan syarat material;

bahwa Sekolah Me2nengah Umum (SMU) sebagairmana tlimaksud pada
huray 0" <t atas Yang saat ini telah memenyhi persyaratgn formal
maupey nateriil  untuk: ditetapkan penegerian  sesuai+ peratyran
perundai -undangan yang Lerlaky  adalaly SMU - Negeri | (Satu)
Surade din SMU Negeri | (Satu) Simpenan:

Lahvsa wotuk mzksud Jdan Kepentingan sebagaimana timaksud pada
Baruf "0 con b di atas, perlu ditetapkan denyin Keputusan Bupati.

Undang Uielang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintaharn
Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
tangaal 8 Agustuy 1650);

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1999 Jdentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
50, Tanibihan Lembaran Negara Nomaor 3839);

Undang-Undang  Nomor 25 rahun 1999 tentang  Perirnbangan
RCUanGan Antard Pemerintah ©usac dan Daeran (Lembaran Megara
Bepubliv indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambaban Lembaran
Megara Meanor 3U48);

Undang Lhwdang Nomor 43 Tahun 1999 tentong  Peruhahan Atas
Jndang-Uiidang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
supegavec i (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Homor 2 Fanwahan Lembaran Negara Momor 3041 )

Judang-Uidang Noinor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masionat (emia-an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor
18, Tamahan Lembaran Megara Nomor 4301 v
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enetapkan

ZRTAMA

L]

peratuian Pemerintah Nomer 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

[Manenach (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lernbaian Negara Nomar 3413);

Peraluran Pemerintaly Numor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
pemerintall dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaron  Negara Republik Indonesia Tahun 20C0 Normor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusian Menteri Pendidikan Nasdional Nomor 060/U/2002, Tanggal
30 Apuil 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah Momor 130-67
Talwe, 2002 tenting Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kot
Beserta Latatan Verifikasi Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerih  Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2060

tentang Kewenangan Kabupeten Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun.2000 Nomor 21 Seri D);

peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2003

tentang  Pola  Organisasi  Pemerintahan  Kabupaten Sukabumi

(Lembiran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nemor 22 Seri
D).

s Peratur-n Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001

tentang  Rencana  Strateqis Kabupaten Sukabumi 2001- 201C
(Lembaran Daerah Taiun 2001 Nomor 5 Seri D);

' peraturan Dacrah Kabupaten Sukabumi Nomor i5 Tahurn 2002

tentaca Penataan Dmas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 20062
pomor 5 Seri D);

Keputusan  Bupéti Sukubumi Nomor 565 Tahun 2002 lentang

Organi:asi- dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSK AN

enegeriain Sekolah Merengah Umum (SMU) di lingkungan Dinas

andidikan dan Kebudayasn Kabupaten Sukabumi.

enagerian Sekolah Menegah Umum (SMU) sebagaimana dimaksud pada
pkluny FUITAMA i atas, adalah

MU Neygari 1 (Satu) Sucade;
Spil Hegerd 1 (Sa) Simpenan.
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Jengan telah ditetapkannya Penegerian sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA di atas, maka sistem pendidikan dan mekanisme kerja
serta tenaga | pendidik secara institusional yang bersangkutan harus
wgera disesvaikan Lerdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ;

~lenugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaoupaten
sukabumi - untuk  terus melaksanaxan tugas pengawasdan - sistem
pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada -
Qiktunt KEDUA di atas secara optimal, :

Jengarn ditetapkannya  Keputusan ini, maka ketentuan lain yang
bertentongan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaky
lagi. : .

deputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dan atay kesaiahan di dalam penetapanya
Jkan diadakan.perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di PALABUHANRATU
Pada tanggal : 3; AGUSTUS 2003
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